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KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan tata
naskah dinas elektronik guna mendukung pengelolaan
arsip elektronik di lingkungan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 144);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
TIM PENYUSUN KONSEP TATA NASKAH DINAS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Menetapkan Tim Penyusun Konsep Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dalam Keputusan ini.

Tim Penyusun Konsep Tata Naskah Dinas Elektronik di
Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Koordinator
a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas
dan dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan
penyusunan tata naskah dinas;
b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas
dan dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan

penyusunan tata naskah dinas; dan

c. menyampaikan hasil penilaian penyusunan tata
naskah dinas kepada Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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Ketua

mengkoordinasikan aktivitas Tim;

melakukan pengelolaan teknis dan memastikan
aktivitas Tim berjalan secara efektif dan
efisien;

menyampaikan umpan balik dalam penilaian
wawancara dan/atau penilaian kunjungan;
menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan
penyusunan tata naskah dinas; dan

menunjuk anggota sebagai operator yang
melakukan dan supervisor yang memeriksa
hasil data melalui surat tugas yang dikeluarkan

oleh Ketua.

Anggota

a.

mengikuti  bimbingan teknis pembuatan
kegiatan Pembuatan kegiatan pengintegrasian
proses pengelolaan persuratan dan arsip
elektronik;

menyiapkan Pengelolaan arsip elektronik
sebagai proses lanjutan persuratan elektronik
Penambahan fitur pengelolaan arsip elektronik
pada aplikasi persuratan elektronik;
menyesuaikan proses bisnis pendukung/tata
kelola dengan proses bisnis utama organisasi;
meningkatkan  kompetensi sumber daya
manusia,;

melalui bimtek tentang pengelolaan arsip
dinamis; dan

penyusunan Konsep Tata Naskah Dinas
Elektronik dan Pedoman Pendukung sebagai
upaya akselerasi transformasi digital

pengelolaan persuratan dan kearsipan.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Lo

Suharti
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TENTANG TIM
PENYUSUN KONSEP TATA
NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH.

NOMOR : 202 Tahun 2024
TANGGAL : 28 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KONSEP TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

No. | Kedudukan Dalam Tim Nama/Jabatan

1. | Pengarah Sekretaris Utama

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan
2. | Penanggung Jawab
Umum

Kepala Bagian Tata Usaha Biro

3. | Ketua
Hubungan Masyarakat dan Umum
1. Kepala Subbagian Tata Usaha II Biro
Hubungan Masyarakat dan Umum,;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat
4. | Anggota Data dan Informasi;

3. Mhd. Irsan Nasution;
4. Katriasih Dwi Hartati,

S. Yan Ari Wibowo;
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Try Anugrah Pratiwi;
Royan Resi Ardhi;
Alwi Alviyadin;
Zubaedah;

10. Metri Setiyanti; dan

© © N o

11. Agus Junianto N.
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ttd.

HENDRAR PRIHADI
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